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BAB V  

PENUTUP 

 

a) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka 

sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Setelah perubahan atau amandemen UUD NRI Tahun 1945, kewenangan 

MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD atau kewenangan konstitutif 

belum dapat dilaksanakan. Padahal, tuntutan berbagai elemen masyarakat 

yang didasari ketidakpuasan terhadap UUD NRI Tahun 1945 semakin 

banyak. Beberapa tuntutan yang bersifat fundamental agar dilakukan 

amandemen ke V yaitu penguatan sistem presidensial, penguatan sistem 

lembaga perwakilan, memperjelas status MPR dalam sistem kamar 

perwakilan dan kebutuhan akan haluan Negara. Secara garis besar, dapat 

diklasifikasikan dua kelompok yang menuntut agar MPR kembali 

melaksanakan kewenangan konstitutifnya, sebagai berikut: Pertama, 

kelompok eksternal atau di luar lembaga MPR seperti Komisi Konstitusi 

yang pada tahun 2004 menyerukan penyempurnaan kembali UUD NRI 

Tahun 1945 hasil amandemen, SBY yang pada tahun 2008 mengusulkan 

pembentukan Komite Konstitusi, kelompok penyelamat Pancasila yang 

menyerukan untuk kembali pada UUD NRI Tahun 1945 yang asli serta 

segenap kelompok dan elemen masyarakat lainnya. Kedua, kelompok 
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internal atau di dalam lembaga MPR yaitu DPD yang berkemauan kuat 

agar MPR kembali melakukan amandemen. 

2. Kendala MPR dalam Melaksanakan Kewenangan Mengubah Dan 

Menetapkan Undang-Undang Dasar Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 

1945 

29 Prosedur dan mekanisme Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Kendala 

utama dalam pasal ini adalah pada sistem kourum seperti untuk 

mengusulkan harus 1/3 anggota MPR, mengubah harus 2/3 

anggota MPR. 

30 Lemahnya Dukungan Partai Politik Terhadap Parlemen. Kendala 

kesepakatan politik ini menjadi kendala teknis yang sangat 

menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan amandemen melalui 

kewenangan konstitutif MPR.  

31 Keanggotaan dan kewenangan yang tidak seimbang antar DPR dan 

DPD yang mana DPR berjumlah 2/3 dari jumlah keanggotaan 

MPR sedangkan DPD hanya berjumlah 1/3 dari jumlah 

keanggotaan MPR. 

3. Upaya-upaya MPR dalam Melaksanakan Kewenangan Mengubah Dan 

Menetapkan Undang-Undang Dasar Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 

1945 

A. Melakukan sosialisasi yaitu MPR menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 

menampung aspirasi masyarakat melalui simposium nasional, FGD (Focus 
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Group Disscusion), seminar publik, meminta masukan dari para pakar, 

akademsi, tokoh masyarakat, tokoh partai politik dan segenap elemen 

masyarakat. Selain itu, adanya kegiatan MPR goes to Campus yang bertujuan 

menjaring aspirasi dari kampus. 

B. Melakukan konsilidasi dukungan partai politik yaitu melakukan komunikasi 

dan koordinasi yang rutin dengan partai-partai politik yang dianggap strategis 

guna memperkuat dukungan di MPR melalui keputusan fraksi-fraksi di MPR.  

b) Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

a. Mengamati reaksi segenap elemen masyarakat yang semakin banyak 

menuntut perubahan kembali UUD melalui amandemen ulang atau 

amandemen ke V dengan berbagai tuntutan dan pertimbangan, maka 

alangkah baiknya MPR yang memiliki kewenangan konstitutif agar 

segera melaksanakan kewenangan tersebut guna menghasilakan 

amandemen ulang atau amandemen ke V. 

b. Mencermati kendala yang dihadapi MPR dalam melaksanakan 

kewenangan konstitutifnya, maka akan sebaiknya di masa depan 

kewenangan tersebut tidak lagi diberikan kepada MPR mengingat 

prinsip supremasi konstitusi yang menyatakan pendulum kekuasaan 

dalam negara yang sesungguhnya adalah konstitusi. Sehingga, 

kewenangan konstitutif dalam mengubah dan menetapkan UUD 
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sebaiknya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai cara 

amandemen yang dikembangkan K. C Wheare yaitu penafsiran 

yudisial (judicial interpretation).   

c. Melihat upaya-upaya yang dilakukan MPR untuk mencapai 

kesepakatan guna kembali melakukan amandemen ulang atau 

amandemen ke V, maka sebaiknya MPR secara hubungan eksternal 

lebih intens lagi melakukan kegiatan-kegiatan penyerapan aspirasi 

melalui sosialisasi seperti metode FGD dan MPR goes to Campus serta 

memanfaatkan sarana-sarana media massa dan media sosial. Selain itu, 

secara hubungan internal MPR agar lebih giat melakukan konsilidasi 

dukungan parpol sehingga fraksi-fraksi di MPR dapat mencapai 

kesepakatan untuk kembali melakukan amandemen. 
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